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Abstract 

 This research aims to analyze and explain Collaborative Governance in the Implementation of a Kota 

Layak Anak in Pekanbaru City. This type of research is descriptive qualitative. This research has four indicators, 

namely Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership and Collaborative Process. Types and 

techniques of data collection consisting of interviews, observation and documentation. The data analysis technique 

used is Interactive Data Analysis. The results of research on Collaborative Governance in Implementing a Kota 

Layak Anak in Pekanbaru City, namely that clear basic rules are still not optimal, because the OPDs involved in 

this collaboration are still adhering to the Mayor's Decree and there are no rules that underlie this collaboration, 

furthermore, face-to-face dialogue is still ongoing. has not been carried out optimally because there are still OPDs 

involved in this collaboration that are less active and DP3APM Pekanbaru City as the OPD in charge of this 

collaboration has not carried out an optimal evaluation of the OPDs involved and there are OPDs that are not of 

icially involved in this collaboration namely the Pekanbaru City Center for Gender and Child Studies (PSGA). 

Suggestions for DP3APM Pekanbaru City as the OPD forgiving in implementing a Kota Layak Anak in 

Pekanbaru City is to provide clear basic rules regarding the implementation of Kota Layak Anak collaboration in 

Pekanbaru City in the form of signing an MoU by each OPD involved. City.  
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang Collaborative 

Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini yaitu 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki empat indikator, yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, 

Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaboratif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang terdiri dari 

Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis Data 

Interaktif. Hasil penelitian Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di 

Kota Pekanbaru yaitu Aturan Dasar Yang Jelas masih belum optimal, karena OPD-OPD yang terlibat 

pada kolaborasi ini masih berpegang pada Surat Keputusan Walikota dan belum terdapat aturan yang 

melandasi kolaborasi ini, selanjutnya dialog tatap muka masih belum dilakukan secara optimal karena 

masih terdapat OPD-OPD yang terlibat pada kolaborasi ini yang kurang aktif dan DP3APM Kota 

Pekanbaru sebagai OPD Pengampu dalam kolaborasi ini belum melakukan evaluasi dengan optimal 

kepada OPD-OPD yang terlibat serta terdapat OPD yang tidak terlibat secara resmi pada kolaborasi ini 

yaitu Pusat Studi Gender dan Anak Kota Pekanbaru (PSGA). Saran untuk DP3APM Kota Pekanbaru 

sebagai OPD Pengampun dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru agar 

memberikan aturan dasar yang jelas mengenai penyelenggaraan kolaborasi Kota Layak Anak di Kota 

Pekanbaru berupa penandatanganan MoU oleh setiap OPD yang terlibat.  

 Kata Kunci: Collaborative Governance, Penyelenggaraan, Kota Layak Anak 
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Pendahuluan 

Dalam sistem pemerintahan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan hak warga negara secara bersama-sama dalam hukum dan pemerintahan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan 

merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh hukum, 

negara dan pemerintahan dalam rangka untuk menghormati dan melindungi martabat. 

Pemenuhan hak anak merupakan termasuk dalam hak asasi manusia dan harus mendapatkan 

perlindungan dari pelanggaran yang bisa merugikan anak. Anak merupakan generasi 

penerus yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan dan kelangsungan peradaban dunia.  

Menurut (Rahmayuni, 2017) ketidakmampuan anak dalam mempertahankan haknya 

karena ketidakmatangan mental dan fisiknya dari berbagai macam tindakan yang 

mengakibatkan kemunduran mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupan, sehingga memunculkan kebutuhan perlindungan anak melalui konstribusi dan 

komitmen pemerintah serta masyarakat untuk membangun sebuah kehidupan dan 

penghidupan. 

Dalam rangka mendukung keberhasilan perlindungan anak, Kota Layak Anak adalah 

salah satu program yang diresmikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006. Kabupaten/kota Layak Anak memiliki sistem 

pembangunan berbasis hak anak melalui keterlibatan serta integrasi dari pemerintah, 

masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam 

setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan 

perlindungan anak. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa fenomena yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kota Pekanbaru telah menyandang penghargaan sebagai Kota Layak Anak secara 

berturut-turut setiap tahunnya hingga saat ini. Namun, dilihat dari data bahwa kasus 

kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru cenderung meningkat dari tahun 2020-2023 

(DP3APM Kota Pekanbaru). 

2. Belum optimalnya kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat 

(DP3APM) Kota Pekanbaru. 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  

Menurut Silalahi administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang 

luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata 

usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering 

diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, 

menyimpan, atau yang dikenal dengan clerical work. Administrasi dalam arti luas diartikan 

sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang 

dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. 

Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-
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sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama 

(Marliani, 2018). 

Menurut (Anggara, 2016) administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian 

sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat 

dilaksanakan dengan baik. Sedangkan Menurut konsep (Andry & Yussa, 2020) administrasi 

adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan 

atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.. 

Konsep Organisasi 

 Menurut (Siagian, 2019) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang 

atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu 

tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang 

disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. (Malawat, 2022) 

organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja 

bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah 

ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang disebut atasan dan 

seseorang atau sekolompok orang yang disebut bawahan. 

 Sementara itu, Menurut (Winardi, 2009) organisasi adalah suatu sistem yang terjadi 

dari beberapa elemen atau subsistem, di antaranya subsistem manusia mungkin merupakan 

subsistem yang paling penting, dan di mana dapat diamati bahwa setiap subsistem 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan.  

Menurut beberapa pendapat para ahli di atas, organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan 

dan rangkaian interaksi yang dilakukan orang-orang dengan bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama yang telah ditetapkan. 

Konsep Manajemen 

 Pandangan (Wijayanto, 2013) menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni, 

yang terdiri atas perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap 

kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

dan sasaran organisasi.  

 Menurut (Siagian, 2019) manajemen dapat didefinisikan sebagai proses 

penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan 

atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu 

hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain. Menurut (Andry 

& Yussa, 2020) manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melaksanakan seluruh kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pedoman umum yang diterapkan 

pada tingkat. 

Konsep Governance 

Secara umum, konsep governance juga lebih mengedepankan integritas karena harus 

menyampaikan atau melaporkan sesuatu apa adanya, tanpa harus direkayasa. Governance 

dapat juga dimaknai sebagai keterbukaan, karena ia harus bisa dilihat oleh siapa saja yang 

membutuhkannya. Selanjutnya, governance harus akurat karena dibutuhkan untuk 

mengukur sekaligus sebagai alat kontrol agar tidak terjadi penyimpangan, baik secara internal 

maupun eksternal. Selain itu, governance dapat juga dipahami sebagai sebuah akuntabilitas 
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yang menjadi konsep etika bertanggungjawab (Mukrimaa et al., 2016). 

Menurut Neumayer dalam (Mawarni, 2022) tata kelola pemerintahan (governance) 

adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara 

kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah 

diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara.  

Konsep Collaborative Governance 

 Istilah lain collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) 

yang mengatakan bahwa collaborative governance merupakan sebuah tahapan kerjasama di 

mana beberapa lembaga publik dan para pemangku kepentingan akan terlibat dalam 

mengendalikan keputusan dari sebuah proses pembuatan kebijakan guna menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang merujuk pada adanya komunikasi serta 

tindakan bersama dari para pemangku kepentingan (multi stakeholders). Pemangku 

kepentingan tersebut akan duduk bersama untuk mengambil sebuah keputusan publik yang 

merupakan hasil konsesus melalui sebuah proses secara tatap muka.  

 Bagi Ansell & Gash pemahaman tentang kolaboratif merupakan sebuah realitas dalam 

sebuah kerjasama di mana para aktor akan terlibat dalam berbagai misi dan memiliki arah 

pergerakan demi mencapai sebuah tujuan yang hendak didapat melalui proses kerjasama, 

menghormati kesepakatan yang sudah disepakati, saling menghargai serta membangun 

kepercayaan antar aktor yang terlibat dengan berbagai keterampilan dan kemampuan dari 

masing-masing instansi selama menjalankan kerjasama (Ansell & Gash, 2008). 

Konsep Stakeholders 

 Menurut Hetifah Stakeholder merupakan individu, kelompok organisasi baik lakilaki 

atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) 

dalam suatu program. Selanjutnya, Brysson mengartikan stakeholder sebagai individu, 

kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumber daya atau hasil 

(output) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut (Sari, 2021). 

 Dari beberapa definisi stakeholders di atas penulis menyimpulkan bahwa stakeholders 

merupakan semua pihak baik itu individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan dan 

terlibat dalam suatu kebijakan ataupun program untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kota Layak Anak 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 menjelaskan 

bahwasannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah kebijakan yang dapat 

memberikan jaminan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui program 

yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan para pemangku kepentingan 

yang berkomitmen melalui sistem yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan untuk 

memenuhi hak-hak serta perlindungan bagi anak. 

 Kota Layak Anak tidak hanya penting untuk diselenggarakan, namun juga 

diwujudkan karena anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

manusia dan dalam kehidupan bernegara serta sepertiga dari keseluruhan penduduk di 

Indonesia di isi oleh anak. 
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Metode 

 Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis 

penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti 

sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah  

“Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru”. 

 Metode Kualitatif menurut Johnny Saldana (2011) dalam (Sugiyono, 2020) merupakan 

payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kehidupan sosial yang natural/alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh 

dianalisis secara kualitatif. Informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, vidio, bahan dari 

internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau 

kelompok. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Tanggapan Key Informan dan Informan Mengenai Collaborative Governance Dalam 
Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru 

1. Starting Conditions (Kondisi Awal) 

 Kondisi awal tidak hanya dapat mendukung terjadinya kolaborasi, namun juga dapat 

menghambat proses kolaborasi antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008) Kondisi 

awal ini terjadi ketika kolaborasi antar pemangku kepetingan memiliki tujuan yang sama yang 

ingin dicapai. Adanya peningkatan angka kasus anak korban kekerasan yang memberikan 

dampak negatif terhadap anak-anak dari berbagai aspek. 

a. Kekuatan Pemangku yang Berbeda 

 Untuk lebih jelasnya mengenai kekuatan pemangku yang berbeda dalam 

penyelenggaraaan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru peneliti mewawancarai key 

informan pada penelitian ini yaitu ibu Reli Sugianti, SKM di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota 

Pekanbaru Pada Kamis, 9 November 2023. Beliau mengatakan bahwa : 

 “Tentu ada, maka dari itu kami selaku penegak diselenggarakannya Kota Layak Anak 

di Kota Pekanbaru ini membentuk atau membuat tim gugus tugas yang terbagi 

menjadi beberapa klaster yang terdiri dari OPD-OPD yang memiliki tujuan yang sama 

dengan kami yakni memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dan juga setiap 

OPD-OPD tersebut terlibat dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota 

Pekanbaru.” 

 Dari pernyataan yang disampaikan oleh key informan tersebut, bahwa dalam 

penyelenggaraan Kota Layak Anak ini melibatkan berbagai stakeholders di dalamnya. 

b. Insentif yang Dimiliki Pemangku Kepentingan 

  Selanjutnya ibu Fajrina, S. IP Fungsional Perlindugan Anak/Panyuluh Sosial Ahli 

Muda di Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Jum’at, 

1 Desember 2023. Beliau mengatakan bahwa :  
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 “Tidak ada, sejauh ini DP3APM Kota Pekanbaru tidak pernah memberikan insentif 

berupa uang tetapi kami saling memotivasi sebagai OPD dalam penyelenggaraan Kota 

Layak Anak di Kota Pekanbaru ini.” 

 Selain itu insentif yang mereka dapatkan juga berupa terjalinnya hubungan baik bagi 

sesama OPD yang terlibat dan membuat program yang selenggarakan mendapat 

penhargaan dan berjalan dengan baik setiap tahunnya. 

c. Kerjasama Pemangku Kepentingan di Masa Lalu 

 Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh ibu Susi Irwana, Amk Pengelola Data 

Sub Umum di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru selaku informan pada 

penelitian ini pada hari Senin, 11 Desember 2023. beliau mengatakan : 

  “Ada, karena yang disebut anak itu mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Jadi 

seringkali kita menemukan mereka-mereka yang terlibat penggunaan obat-obat 

terlarang. Maka dari itu, sebelumnya DP3APM memfasitilitasi mereka yang terlibat 

dengan adanya rehabilitasi dari kami tanpa menghilangkan hak-hak mereka sebagai 

anak. Untuk sekarang karena kita memang resmi terlibat, kita disini juga dilibatkan 

dalam berbagai kegiatan dan evaluasi yang dilakukan oleh DP3APM Kota 

Pekanbaru.” 

  Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa OPD yang terlibat secara resmi pernah melakukan 

kolaborasi sebelumnya, terdapat OPD yang terlibat secara resmi tetapi tidak pernah 

berkolaborasi sebelumnya dengan DP3APM Kota Pekanbaru dan terdapat OPD yang 

yang berkolaborasi sampai saat ini tetapi tidak dilakukan secara resmi. 

2. Institutional Design (Desain Kelembagaan) 

Biasanya desain kelembagaan ini berkaitan dengan aturan dasar dalam melakukan kolaborasi. 

a. Aturan Dasar yang Jelas 

Selanjutnya ibu Fajrina, S. IP Fungsional Perlindungan Anak/ Penyuluh Sosial Ahli Muda 

di Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Jum’at, 1 

Desember 2023. beliau mengatakan :  

“Kalau untuk aturan dasar kolaborasi tidak ada, aturan tersebut di DP3APM sendiri kami 

hanya sebagai OPD yang mendukung dalam hal data dan kegiatan yang menjadi penilaian 

Kota Layak Anak di Dinas Sosial dan kemungkinan DP3APM juga telah menerapkan 

aturan tersebut secara konsisten. Hal tersebut dapat kita lihat bahwasannya Predikat Kota 

Layak Anak di Kota Pekanbaru setiap tahunnya meningkat”  

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa 

kolaborasi yang dilakukan masih belum memiliki aturan dasar yang jelas bagi sebagian 

OPD yang terlibat dan masih berpegang pada  Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang 

menjadi dasar bahwa semua OPD yang terlibat merupakan OPD yang memang ahli di 

bidangnya masing-masing serta memiliki visi misi dan tujuan yang sama terkait anak. 

b. Transparansi Proses 
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Selanjutnya disampaikan oleh bapak Hakim di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru 

selaku informan pada penelitian ini hari Senin, 26 Februari 2024. Beliau mengatakan 

bahwa :  

“Untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak sendiri tentunya dilakukan secara terbuka 

seperti memberikan data yang diperlukan DP3APM akan tetapi dalam melakukan 

sidang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kita lakukan secara tertutup 

demi kepentingan anak tersebut.”  

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan baik yang berasal dari 

internal maupun eksternal Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 449 Tahun 

2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak di 

Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025 pada Klaster V Perlindungan Khusus, maka dapat 

disimpulkan bahwa telah dilakukan secara terbuka atau transparan oleh seluruh OPD-

OPD Klaster V yang terlibat. Sebagai bentuk transparansi pada kolaborasi ini dimulai 

dari pemberian data oleh masing- masing OPD yang terlibat yang dibutuhkan oleh 

DP3APM Kota Pekanbaru terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota 

Pekanbaru. 

c.   Melibatkan Peran Stakeholders 

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai keterlibatan stakeholders serta stakeholders 

primer dan stakeholders sekunder dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota 

Pekanbaru, Hal ini disampaikan oleh ibu Reli Sugianti, SKM di DP3APM Kota 

Pekanbaru pada Kamis, 9 November 2023. Beliau mengatakan sebagai berikut :  

“Tentu saja, karena dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak ini kita berperan sebagai 

OPD pengampu dan kami tidak bisa menyelenggerakan Kota Layak ini sendiri. Untuk 

itu kita membentuk tim gugus tugas berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Pekanbaru yang terdiri dari berbagai klaster sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD yang terlibat.”  

Adapun yang menjadi stakeholders primer pada penelitian ini yaitu DP3APM Kota 

Pekanbaru sebagai OPD Pengampu pada kolaborasi dalam penyelenggaraan Kota 

Layak Anak di Kota Pekanbaru. Sedangkan stakeholders sekunder pada penelitian ini 

yaitu OPD-OPD yang terlibat pada Klaster V dan OPD-OPD yang belum berkolaborasi 

secara formal atau resmi dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. 

3. Kepemimpinan Fasilitatif (Fasilitatif Leadership) 

a.  Mediator 

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Reli Sugianti, SKM di DP3APM Kota 

Pekanbaru pada Kamis, 9 November 2023. Beliau mengatakan sebagai berikut :  

“Peran kita sebagai mediator itu salah satunya yaitu sebagai OPD pengampu. Jadi 

sarana itu ada pada DP3APM agar kami saling berkolaborasi karena kalau DP3APM 

tidak ada bagaimana OPD-OPD lainnya mau menyelenggarakan Kota Layak Anak 

ini. Dan betuk mediator yang kami berikan kepada OPD-OPD yang terlibat yaitu 
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motivasi yang mana nantinya akan kami sampaikan di dalam RAKOR (rapat 

Koordinasi) dan Rapat Kerja Kota Layak Anak.’’ 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh key informan tersebut, dapat kita ketahui 

bahwa DP3APM Kota Pekanbaru telah membuktikan perannya sebagai mediator 

dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru dalam bentuk motivasi 

sebagai pemberdayaan yang diberikan kepada OPD-OPD yang terlibat didalamnya. 

 

4. Proses Kolaboratif 

  Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh ibu Susi Irwana, Amk Pengelola Data 

Sub Umum di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian 

ini hari Senin, 11 Desember 2023. Beliau mengatakan :  

“Ada, setahun itu kami lakukan rutin beberapa kali dan biasanya disebut rapat tim kerja. Jadi 

semua OPD yang terkait dengan kegiatan untuk menuju Kota Layak Anak itu dilibatkan.”  

  Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan baik yang berasal dari internal 

maupun eksternal Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 449 Tahun 2021 Tentang 

Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 

2021-2025 pada Klaster V Perlindungan Khusus, maka dapat disimpulkan bahwa dialog tatap 

muka yang dilakukan oleh OPD-OPD yang terlibat belum optimal. 

  Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Senin, 26 Februari 2024. Beliau 

mengatakan bahwa :  

  “Menurut kami sendiri sepertinya ada, tetapi bukan berarti OPD yang tidak aktif ini 

tidak bertanggung jawab atas perannya dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota 

Pekanbaru. Melainkan kemungkinan peran mereka hanya sedikit.” 

  Pemahaman bersama terlihat dari pengetahuan akan aturan serta tujuan kolaborasi 

yang perlu diketahui oleh anggota yang terlibat. Sesuai dengan hasil observasi di lapangan 

dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan 

informan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Surat Keputusan Walikota 

Pekanbaru Nomor 449 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan 

Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025 pada Klaster V Perlindungan Khusus, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil sementara yang diperoleh dari dilakukannya 

kolaborasi dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru  sudah cukup baik 

karena telah mampu menurunkan angka kasus anak korban kekerasan meskipun masih 

kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh OPD-OPD yang terlibat pada Klaster V ini serta 

terdapat OPD di luar Klaster V yang ikut serta dalam kolaborasi ini dan menanggulangi 

kasus anak korban kekerasan. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa 

Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru yang 

didapat peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi melalui 4 indikator 
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dan 12 sub indikator bahwa pada indikator Desain Kelembagaan dengan sub indikator Aturan 

Dasar Yang Jelas masih belum optimal, karena OPD-OPD yang terlibat pada kolaborasi ini 

masih berpegang pada Surat Keputusan Walikota dan belum terdapat aturan yang melandasi 

kolaborasi ini.  

 Selanjutnya pada Indikator Proses Kolaboratif dengan sub indikator dialog tatap muka 

masih belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat OPD- OPD yang terlibat pada 

kolaborasi ini yang kurang aktif dan pada sub indikator Hasil Sementara DP3APM Kota 

Pekanbaru sebagai OPD Pengampu dalam kolaborasi ini belum melakukan evaluasi dengan 

optimal kepada OPD-OPD yang terlibat serta terdapat OPD yang tidak terlibat secara resmi 

pada kolaborasi ini yaitu Pusat Studi Gender dan Anak Kota Pekanbaru (PSGA). Akan tetapi, 

PSGA sering melakukan sosialisasi bersama DP3APM Kota Pekanbaru. 
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